
PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT 
NOMOR: 170/11/Kep./DPRD-TL/II/2023 

TENTANGG 

PERUBAHAN KETUJUH ATAS KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT 

NOMOR 170/32/Kep./DPRD-TL/2019 TENTANG PEMBENTUKA 
KOMISI-KOMISI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA 

KABUPATEN TANAH LAUT 

PIMPINAN DPRD KABUPATEN TANAH LAUT, 

Menimbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 167 ayat
(1) Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 

Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

b. bahwa telah dilaksanakan pelantikan Anggota DPRD 

Pengganti Antarwaktu ACHMAD SAKURI sebagai 

Anggota DPRD Kabupaten Tanah Laut Sisa Masa 
Jabatan 2019-2024 tanggal 1 Maret 2023; 

sebagaimana C. bahwa berdasar kan pertimbangan 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan 

Ketujuh Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 

170/32/Kep./DPRD-TL/2019 Tentang Pembentukan 
Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kabupaten Tanah Laut. 

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat lI Tabalong 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang 
Undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) 

tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 

Mengingat 
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Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9), 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 

Pembentukan Peraturan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah 

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5650); 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6841); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
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Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 684 1); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang 

Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Pewakilan 

Rakyat Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6197); 

7. Peraturan DPRD Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 

Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2019 Nomor 177). 

Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 

188.44/0132/KUM/2023 
Memperhatikan 

tentang Peresmian 

Pemberherntian dan Pengangkatan Pengganti 
Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Sisa Masa Jabatan Tahun 

2019-2024 tanggal 8 Februari 2023. 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan 
ewan Perwakilan Rakyat Daerah :Keputusan 

Kabupaten Tanah Laut tentang Perubahan Ketujuh 
Atas Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut Nomor 170/32/Kep./DPRD-
TL/2019 Tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanah Laut. 

KESATU 

Komisi-Komisi sebagaimana dimaksud pada diktum 
KESATU terdiri atas Komisi 1, Komisi II dan Komisi IIl. 

KEDUA 

Susunan keanggotaan Komisi 1, Komisi II dan Komisi II 

sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah 
sebagai berikut : 

KETIGA 

A. KOMISI I 

1. YOGA PINIS SUHENDRA, ST, MH KETUA 

2. MUHAMMAD ZAZULI, SH WAKIL KETUA 

3. H. HUSNUL FATAHILLAH SEKRETARIs 

4. RIDHA HAYANI ANGGOTA 

5. Hi. LAILATUS SOPIAH ANGGOTA 

6. IDRIS, S.Hi ANGGOTA 

7. Hj. MUSDALIFAH, S.Kep, Ners ANGGOTA 
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8. H. AMINULLAH WIBISONO ANGGOTA 

9. ACHMAD SAKURI ANGGOTA 

10. Hj. YULIANI, S.Pd ANGGOTA 

11. H. SYAIFUDDIN NOOR, S.Sos ANGGOTA 

B. KOMISI II 

1. H. JUNAIDI, SKM KETUA 

2. IKHWAN KHARIRI, A.Md WAKIL KETUA 

3. zULPAH SEKRETARIas 

4. Hj. ASMRYATI Y ANGGOTA 

5. UPIK ASTUTI, S.Pd ANGGOTA 

6. SARJANA ANGGOTA 

7. Hj. LOUSHIDA FITRININGSIH ANGGOTA 

8. PARMADI, S.Ag ANGGOTA 

9. MEGA PURNAMA, SM ANGGOTA 

C. KOMISIm 

1. Drs. H. ABDULLAH, MM KETUA

2. SYAPRULLAH, S.Pi WAKIL KETUA 

3. M. YUSUF AR, SE SEKRETARIS 

4. RAHMANUDIN ANGGOTA 

5. KHAIRIL ANWAR ANGGOTA 

6. H. CHAERUDDIN, ST ANGGOTA 

7. JOKO PITOYO ANGGOTA 

8. Hj. ENDANG ISNAWANGSIH, SH ANGGOTA 

9. DADANG IMANUDIN, S.Kom ANGGOTA 

10. YUDI RIZAL, ST ANGGOTA 

11. H. ARKANI, S.Pd, M.Si ANGGOTA 

12. SUTRISNO ANGGOTA 



Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanah Laut 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD 

Kabupaten Tanah Laut. 

KEEMPAT 

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 1 Maret 2023 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN TANAH LAUT, 

KETUA, 

XZ 
MUSLIMIN 

WAKIL KETUA, WAKIL KETUA, 

ANN 

H. ATMARI H. RAHIMULLAH 
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